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ABSTRAKSI

Judul yang dibahas pada skripsi ini adalah “Hak-Hak Politik Masyarakat
Tionghoa di Indonesia (Studi Inpres No. 26 Th. 1998 Tentang Penghapusan
Pribumi dan non-Pribumi)

Masyarakat Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak sebelum Belanda
datang ke Indonesia, mereka hidup membaur dan rukun dengan bangsa Indonesia.
kemudian Belanda datans ke Indonesia dan melihat keadaan yang ada yaitu
kehidupan yang harmonis antara Indonesia dan Tionghoa, maka Belanda khawatir
posisinya terhadap orang Tionghoa yang begitu penting maka Belanda mengambil
kebijakan yang mendiskriminasikan terhadap orang Tionghoa, mereka lalu di
kotak-kotakkan oleh Relanda orang Tionghoa dipisahkan dari masyarakat
pribumi. Status hukumnya dibedakan, antara golongan Timur jsing dan gologan
pribumi. Anak-anak Tionghoa hanya boleh masuk sekolah khusus bagi golongan

mereka saja dan statusnya lebih tinggi dari pada golongan Pribumi.

Selain kebijakan tersebut orang Tionghoa juga diberi posisi untuk
memegang pengumpul pajak, terutama sistem Pachter dari rumah gadai. Penjualan
madat dan rumah judi, sehingea kedudukan ekonomi orang Tionghoa semakin
kuat. Selain kebijakan tersebut mereka juga dipisahkan dalam perumahan yang
dibuni oleh orang-orang Tidbhoa saja, yang disebut daerab Pecinan Mereka hidup
terpisah dengan masyarakat Indonesia dan tinggal di daerah Pecinan tersebut serta

NONOICat Q&H[\l" vandga Y\‘Jllln()’ nenhn

sekt 3 o wvaitnt hidana ekonomi dencan staiue
Or yang painng ponung yanu 2i4ang CRONOMnt 8o gan siatus

ekonomi lebih tinggi dari warga pribumi, sehingga mereka terkesan eksklusif dan
tidak membanr dengan masyarakat Indonesia.

Keadaan Tionghoa Indonesia semakin terpurk dengan peristiwa-peristiwa
yang terjadi akibat diskriminasi rasialis, posisi mereka di bidang politik juga
terabaikan sehingga bisa disebut mereka di anak tinkan dalam politik, meskapun

di bidang ekonomi mereka memegang peranan yang kuat.

Seiring dengan hal tersebut, Presiden BJ Habibie (pada saat memerintah)
pada tanggal 16 September 1998 mengeluarkan Inpres No. 26 Th. 1998 yang
menghapuskan  istilah  Pribumi  dan Non-Pribumi,  Inpres  tersebut
menginstruksikan dilakukannya peninjanan kembali dan penyelasaian seluruh
produk hulam penmdang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dan dilaksanakan.

Dem: ;npmanfnn‘(aﬂ nearcatnan dan kecatnan agar tercinta suasana

AT ARAT A R g7 Frea Slevasiian Anwiree £ VAN R

kondusif, sebaiknya istilah Pribumi dan Non-Pribumi sesuai dengan kehendak
Inpres No. 26 Th. 1998, vang mempunyai nilai luhur untuk mewnjudkan
persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Minoritas dalam sistem politik merupakan masalah penting lain
dalam teori politik. Sebagaimana masalah individu, problem Minoritas merupakan
bagian integral dari studi tentang hubungan-hubungan antara berbagai kekuasaan
masyarakat, serta masalah kewarganegaraan.1 Minoritas merupakan gclongan sosial
yang jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan lam dalam
suatu masyarakat dan oleh karena itu di diskriminasikan oleh golongan lain 2
Minoritas yang didefinisikan dengan istilah ras, agama, bangsa, atau politik
tergan‘aiﬁg pada hakikat pembahasan filsafat politik.

Golongan yang paling banyak dibicarakan adalah peranakan Tionghoa, sebab
peranakan Belanda dan Arab di Indonesia sangat sedikit Jumlahnya. Keberadaan
orang Tionghoa di Indonesia yang pertama kali masih diperdebatkan oleh para ahli
sejarah,’ dugaan selama ini hanya berdasarkan hasil-hasil temuan benda-benda kuno

seperti keramik, sebagai tanda bukti keberadaan orang Tionghoa untuk pertama kali

! Khalid brahim Jindan, Teori Politik Islam, cet. Ke-3 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), him.
102.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1998), him.584.

3 Benny G Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, cet. ke-2, (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm
17. libat juga Leo Suyradinata, Dilema Minoritas Tionghoa di Indonesia, cet ke-2, (Jakarta: LP3ES,
1984), him.23.



di Indonesia. Ada yang menyebﬁtkan bahwa orang Tionghoa datang pada zaman
purba dengan ditemukannya sejumlah genderang perunggu berukuaran besar di
Sumatra Selatan yang termasuk dalam budaya Dongson,’pada masa antara tahun 600
SM sampai Abad III Masehi.

Pada masa Dinasti Tang orang-orang Tionghoa datang untuk berdagang dan
mencari kehidupan baru pada abad X1, Selanjutnya migrasi orang Tionghoa secara
besar-besaran pada Abad XX, dengan berbekal secarik kertas keterangan ijin menétap
dari pemerintah Hindia Belanda mereka mencoba mencari nasib di negeri baru yang
menjadi tumpuan harapan, mereka tertarik untuk hidup dan tinggal berdampingan
dengan orang Indonesia karena budaya ramah tamah di Indonesia, mercka diterima
hidup dan berblallr bersama bermasyarakat setempat.’

Pada waktu Belanda datang ke Indonesia pada Abad XVI, penduduk .
peranakan Tionghoa sudah memainkan peranan penting dalam bidang ekonomi dan
politik, dalam bidang ekonomi mereka memegang peranan penting di jaringan

disribusi, sehingga hasil bumi rakyat di pedalaman bisa-masuk ke kota, dan barang-

* Dogson adalah sebush desa kecil yang terdapat di provinsi Than Hoa, teluk Tonkin, sebelah
utara Vietnam. Dogson merupakan genderang yang dibuat di desa dongson sehingga dikenal dengan
nama musik dongson. Dipakai sebagai alat pemujaan dan dijadikan sebagai obyek perdagangan serta
menjadi benda pusaka secara tuun temurun Lihat Benny. G. setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Pilitik
, cet. ke-2, (Jakarta: Elkasa, 2002), him.23.

* Aliatul Qibtuiyah, “Tingkat Religiusitas Suku Bangsa Jawa dan Suku Bangsa China di
DIY ", Jurnal Penelitian Agama No. 25, Th 9, Mei 2002. That juga Mohammad Rofangi, “pembaura
Cina muslim: studi kasus di kota Yogyakarta”, Jurnal Penelitian Agama. Vol X, No 2, Agustus 2001.
him.231.



barang dari kota bisa masuk ke desa, masyarakat Indonesia merasa terbantu dan
hidup rukun dengan orang Tionghoa.®

Oleh karena kekhawatiran Belanda akan posisinya terhadap orang Tionghoa
yang begitu penting maka Belanda mengambil kebijakan yang mendiskriminasikan
terhadap orang Tionghoa, mereka lalu di kotak-kotakkan oleh Belanda, orang
Tionghoa dipisahkan dari masyarakat pribumi. Status hukumnya dibedakan, antara
golongan Timur asing dan gologan pribumi. Anak-anak Tionghoa hanya boleh masuk
sekolah khusus bagi golongan mereka saja dan statusnya lebih tinggi dari p“éda
golongan Pribumi.

Selain kebijakan tersebut orang Tionghoa juga diberi posisi untuk memegang
pengumpul pajak yang terutama pada sistem pachter dari rumah gadai. Penjualan
madat dan rumah judi, sehingga kedudukan ekonomi orang Tionghoa semaki kuat.”
Selain kebijakan tersebut mereka juga di pisahkan dikelompokkan dalam perumahan
yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa saja, yang disebut daerah Pecinan.® Mereka
hidup terpisah dengan masyarakat Indonesia dan tinggal di daerah Pecinan tersebut
serta .mengusai sektor .yang paling. penting, yaitu Didang ekopomi dengan status
ekonomi lebih tinggi dari warga pribumi, sehingga mereka terkesan eksklusif dan

tidak membaur dengan masyarakat Indonesia.

¢ Shiaouw Tong Djin, “Keresahan Warga Tionghoa di  Indonesia”,

http:// Apakabar(@clark net/google/00987698 htm, akses 22 Juni 1998.

7 Arif Budiman, “Sejarah Kerikil Dalam Sepatu”, Majalah Tempo, (April 1991), hlm. 6S.
lihat yuga, “Mereka Tinggal di Mulut Goa”. Tempo, (Agustus, 1991), him. 34.

¥ Ibid,, 1 45.



Berangkat dari kesenjangan sosial, eksklusifme, atau apapun alasannya,
polemik tentang peranakan maupun orang totok di Indonesia’ dan perangkatnya.
Orang Tionghjoa selalu menjadi sasaran kekesalan masyarakat Indonesia, berbagai
aksi perampokan dan penjarahan yang terjadi di Indonesia, sebagai contoh pada tahun
1984 di daerah Kudus Jawa Tengah terjadi kerusuhan dengan alasan Rasialis, adanya
pembakaran toko-toko dan penjarahan milik orang Tionghoa,'® begitu juga dengan
adanya kerusuhan Mei 1998, warga Tionghoa menjadi sasaran amuk masa. Sehmngga
terjadi permintaan izin suaka secara besar-besaran pada masa itu.

Tidak berhenti disitu ternyata masih ada saja masalah yang harus di tanggung
oleh masyarakat Tionghoa, sampai saat ini permohonan untuk menjadi Warga Negara
Indonesia (WNI ) bagi masyarakat Tionghoa masih dipersulit oleh Birokrasi yang
ada. Dengan berbagai alasan dan persoalan yang kurang jelas dari peraturan yang ada.

Seiring dengan hal tersebut, Presiden BJ Habibie (pada saat memerintah) pada
tanggal 16 September 1998 mengeluarkan Inpres No. 26 Th. 1998 yang
menghapuskan istilah Pribumi. dan Nop-Pribumi. Inpres tersebut menginstruksikan

dilakukannya peninjauan kembali dan penyelasaian seluruvh produk hukum

® Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya
sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah lakn sepert
Pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masth berbahasa
Tionghoa. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumiah totok sudah menurun
dan ketununan totokpun telah mengalami peranakanisasi. Karena itu, generasi muda Tionghoa di
Indonesia sebstulnya sudah menjadi peranakan, apalagi yang di pulau Jawa, lihat Leo Suryadinata,
Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia, cet pertama, (Jakarta: LP3ES, 2002), him. 17.

191 o0 Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, cet. ke-2, (Jakarta: LP3ES |, 1984), him. 56.



perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan.'!

Demi memantapkan persatuan dan kesatuan agar tercipta suasana kondusif
sebaiknya istilah Pribumi dan Non-Pribumi sesuai dengan kehendak Inpres No. 26
Th.1998 yang mempunyai nilai luhur untuk mewujudkan persamaan kedudukan di
dalam hukum dan pemerintahan.

Posisi orang Tionghoa di Indonesia ada dua pendapat pendapat yang pertama
seperti yang dijelaskan dalam buku Figih linias agama, minoritas di negara islam
yang ditulis oleh Nurcholis Madjid bahwa dalam kapasitasnya sebagai non-muslim
muncul konsep ahl-Dzimmah yang merupakan cikal bakal munculnya penomorduaan
terhadap non-Muslim. Ahl-Dzimmah tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana
komunitas Mushm. Mereka tidak dapat mendapatkan posisi-posisi strategis dalam
pemerintahan. Mereka tidak boleh menjadi menjadi pemimpin politik dan anggota
Majlis Permusyawaratan Rakyat. Mereka tidak mempunyai hak suara, bahkan mereka
diwajibkan membayar Jizyah (pajak),” meskipun demikian mereka tetap tidak
mendapatkan hak yang sejajar dan setara seperti warga mushim.

Pendapat kedua menyimpulkan, walaupun banyak persolan dau diskriminasi
yang terjadi terhadap masyarakat Tionghoa ini mereka yang beragama Islampun bisa

diterima dan hidup membaur bersama warga pribumi. Untuk mewujudkan pembauran

" Hendrawan, "Masalah SKBRI ~ http://Apakabar@clark net/google/009809698. htm,  akses
3 Mei 2002

2 Nurcholis Madjid dan Tim penulis Paramadina, Figih Lintas Agama, Membangun
Masyarakat Inklusif-Pluralis, {(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia
Foundation, 2003), him. 146. '



yang terkoordinasi warga Tionghoa mendinkan sebuah lembaga yang diberi nama
PITI (Pembina Iman Tauhid Indonesia).” Lembaga ini mampu mengkover terjadinya
pembauran antara golongan pribumi dan non-Pribumi. terbukti bahwa pada sgat
mereka memeluk agama yang sama seperti agama mayoritas warga, orang Tionghoa
hidup membaur dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang menduduki posisi penting
dalam pemerintahan. seperti Lem Bian Kie dan Liem Bian Koen yang duduk dikursi

parlemen.

B. Pokok Masalah
1. Bagaimana hak-hak politik masyarakat Tionghoa di Indonesia?

2. Apakah hak-hak tersebut sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahut hak-hak politik masyarakat Tionghoa di Indonesia
b. Penelitian ini diharapkan akan mampu untuk menjelaskan apa hak-hak

politik tersebut sesuai dengan Islam.

" Muhammad Rofangi, “Pembauran China-Muslim (Studi kasus di Kota Yogyakaria)”

Jurnal Penelitian Agama, Vol. X, No. 2, (Mei-Agustus 2001), him. 233.



2. Kegunaan
a. Penelitian ini diharapkan memberi konstribusi pada masyarakat Tionghoa
dalam kehidupan sehari-harinya di Indonesia sebagai Warga Negara
Indonesia.
b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi pembauran antara
golongan minoritas dan mayoritas, sehingga terwujudnya persatuan dan

kesatuan Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Wacana tentang kehidupan minoritas Tionghoa Indonmesia, telah banyak
dikupas oleh banyak ilmuan, ulasan serta komentar terhadap seluruh atau sebagian
dari materi tentang minoritas Tonghoa Indonesia telah banyak dibahas diberbagai
aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, Hukum, politik maupun budaya.
Namun pembahasan tentang hak polittk masyarakat Tionghoa Indonesia belum
banyak yang membahas; begitu pula tentang adanya hak terhadap masyarakat
Tionghoa atas penghapusan istilah Pribumi dan Non-Pribumi pada golongan ini
belum banyak yang membahas. Kebanyakan masalah tersebut dibahas dalam wilayah
yang lebih luas cakupannya, disamping analisa yang ada masth banyak berkutat

dalam tataran teoritis dari pada berangkat dari persolan praktis di masyarakat.



Diantara literatur yang bisa penyusun dapatkan antara lain: Tionghoa Dalam
Pusara Politik* Buku ini lebih banyak menjelaskan tentang sejarah Indonesia.
Dimana minoritas Tionghoa juga memiliki peranan, dimulai dari Abad XVI dimana
proses kedatangan orang Tionghoa di Indonesia kemudian posisi mereka pada masa
pemerintahan belanda dan jepang atas Indonesia, dilanjutkan dengan pqusi mereka

pada waktu Indonesia merdeka sampai masa Reformasi. Prespektifnya berganti-gantt

- dan keseimbangannya selalu dicari diantara banyak peserta dalam sejarah yang serba

kompleks, tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang realistis
tentang orang yang sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, orang
Indonesia yang kebetulan minoritas yang diciptakan sejarah.

Buku yang berjudul Negara dan Finis Tionghoa Kasus Indonesia®
merupakan kajian sebauh sejarah pemikiran politik minoritas Tionghoa di Indonesia
menunjukkan bahwa persepsi orang Tionghoa tentang posisi mereka yang selalu
berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Tionghoa dan perubahan zaman.
Selain itu buku ini juga menerangkan perihal konsep Negara Indonesia terhadap
masalah Tionghoa, Pemikiran politik monoritas Tionghoa  serta identitas mereka.
Buku yang hampir sama yaitu Dilema Minoritas Tionghoa'® membahas tentang

keadaan yang dialami masyarakat Tionghoa sejak kemerdekan sampai Orde baru.

14 Benny G Setiono, Tionghoa Dalam Pusara Politik, cet ke-3, (Jakarta: Elkasa, 2002)

151 e0 Suryadinata. Negara dan Emis Tionghoa , cet. ke-1, (Jakarta: LP3ES, 2002), him.18.

161,60 Surya dinata, Dilema Minoritas Tionghoa, cet. ke-2, (Jakarta: LP3ES , 1984), him. 24.



Buku ini juga membahas tentang identitas masyarakat Tionghoa dan posisi mereka di
Indonesia.

Penulis yang banyak menulis tentang minoritas dan problematikanya adalah
Leo Suryadinata diantara bukunya diatas, masih banyak karyanya tentang minoritas
diantaranya yang menjadi bahan rujukan penulisan skripsi ini adalah: Politik
Tionghoa Peranaken Jowa'’, buku ini mengupas percaturan peranakan di bidang
politik di Ja§va, Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San Sampai Yap Thian
Hien,”® buku ini mengulas tentang pencarian identitas minoritas Tionghoa di
Indonesia. Buku lain adalah Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyerlesaiannya,
di buku 1ni banyak dijelaskan tentang masalah yang menyebabkan maraknya rasialis
dan faktor penyebab tumbuh suburnya rasialis di Indonesi, Leo juga banyak
memberikan solusi untuk masalah rasialis tersebut.'’Dalam penulisan skripsi ini
penulis juga merujuk dari Home page dan jurnal-jurnal yang ada, guna memperoleh

data yang tepat dan akurat.

" Leo Suryadinata, Politik Tionghoa Perandkan di Jawa, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka sinar
harapan, 1895), him. 34.

B Leo Suryadinata, Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San sampai Yap Thian
hHien,, cet ke-1, (Jakarta: LP3ES,1990), him. 56.

¥ Leo Suryadinata, Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelesaiannya, Riyanio
wahono,(edito), 70 tahun Junus Yahya: Priburm kuat kunci pembauran,{Jakarta: Bina rena pariwara,
1997)
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E. Kerangka Teoritik

Peninjauan sejarah pemikiran politik minoritas Tionghoa di Indonesia
menunjukkan bahwa posisi mereka di Indonesia juga berubah-ubah sesuai dengan
perubahan masyarakat Tionghoa dan perubahan zaman.

Orang Tionghoa sendiri membagi diri mereka menjadi dua golongan: totok
dan peranakan. Golongan totok masih berorientasi kepada Negara China, sedangkan
golongan peranakan lebih berorientasi pada “integrasionis” dan “asimilasionis.
Mereka ingin tetap menjadi Tionghoa tetapi berintegrasi dalam partai-partai politik
atau mendirikan partai politik sendiri.”’ meréka memiliki konsep kebangsaan
Indonesia yang non-rasial.

Dalam membicarakan tentang masalah minoritas tak terlepas dari masalah hak
yang erat kaitannya dengan hukum dan undang-undang. Banyak gerakan yang telah
berusaha memperjuangkan masalah minoritas tersebut. Setumpuk peraturan yang
diskriminatif masih dipertahankan, sejumlah amandemen UUD 1945 yang berapa kali
dilakukan MPR tidak berhasil membersihkan pasal-pasal yang berbau diskriminasi
rasial. Demikian juga RUU Kewarganegaraan vyang dipersiapkan departemen
kehakiman Hak Asasi Manusia masih mengandung poin-poin  yang diskriminatif
terhadap warga Negara keturunan asing. Sebagai contoh pasal 30 RUU tersebut yang

menyebutkan bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang suami

® Leo Suryadinata, Politik Tionghoa Peranakan di Jawa (Jakarta: Pustaka sinar harapan,
1895), him.87
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berlaku juga i)agi seorang istri kecuali istri menolak atau mengakibatkan istri
mempunyai dua kewarganegaraan.

Pada masa Orde Baru yang tidak mengenal proses Demokratis, ?' golongan
Tionghoa tidak memiliki wadah sebagai pelindung politik yang efektif. Dekatnya
beberapa tokoh Tionghoa dengan pemerintah Indonesia seperti Lem Bian Kie dan
Liem Bian Koen melalui CSIS-nya ternyata tidak bisa mencegah keluarkan dan
dilaksanakannya undang-undang Rasialis. Setelah Soeharto turun, proses realisasi
demokrasi mulai berjalan. Berdasarkan pengamatan sejarah dapatlah disimpulkan
bahwa penyelesaian masalah minoritas tidak dapat dilepaskan dari masalah nasional.
Dengan demikian, memang tidak mungkin golongan Tionghoa bisa memperjuangkan
aspirasinya tanpa didukung oleh tokoh-tokoh.nasional. Untuk itu perlu diadakan
organisasi khusus penyelasaian masalah minoritas, organisasi yang terbentuk seperti
Partai Reformasi Tionghoa (PARTTI), Partai Pembaharuan Indonesia (Parpindo) dan
FORMASI (Forum Masayarkat untuk Solidaritas Demokrasi Indonesia), harus

mempunyai program yang benar-benar menyelesaikan masalah-nasional, yaitu

2 Miriam Budiajo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet ke-4, (Jakarta: Gramedia pustaka, 1997),
hlm.74. mengatakan bahwa demokrasi pencasila seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar
1945, tang berarti menegakkan kembali azaz-azaz megara-negara hukum dimana kepastian hukum
diharamkan oleh segenap warga negara, dinama hak-hak asazi manusia baik dalam prospek kolektif
maupun aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara

mstitutionilo. .
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Piagam Madina berfungsi sebagai dasar hukum dan konstitusi negara Madinah dalam

mempersatukan penduduk Madinah dari semua golongan

-~ Namun berbagai faktor tampakaya masih terus menyelimuti masalah
keturunan China ini. Berangkat dari kesenjangan sosial, eksklusifme, atau apapun

alasannya, polemik tentang WNI keturunan Cina dan perangkatnya.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), dengan
mengkaji kepustakaan tentang masyarakat Tionghoa di Indonesia pada bidang politik.
Sedangkan sifat penelitan 1ini adalah deskriptif-analitis  yaitu A penyusun
menggambarkan dan menganalisis Inpres no 26/1998 tentang penghapusan istilah
Pribumi dan Non-Pribumi  yang menjadi acuan masyarakat Tionghoa dalam
mewujudkan persamaan kedudukan di-dalam Hukum dan Pemerintahan.
2. Pengumpulan Data
Karena kajian ini merupakan kepustakaan, maka sumber datanya berasal dari
literature primer atau utama dan literature sekunder atau penunjang. Literature primer
di ambil dart kitab undang-undang Hak Asasi Manusia dan Inpres No. 26 Th. 1998
Tentang Penghapusan Pribumi dan non-Pribumi. Literatur sekunder diambil dari
buku-buku yang banyak ditulis oleh tokoh Tionghoa seperti Leo Suryadinata, sarjana

politik pemerintahan dan bukunya Benny G Setiono yang Khusus membahas tentang
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mésalah Tionghoa. Sedangkan literatur penunjang diambil dari home page serta
jurnal-jurnal ilmiah.
3. Analisis Déta
Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data
yang telah tersusun. Analsis data dilakukan secara kualitatif artinya analisis tersebut
ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang
nyata berlaku dalam masyarakat. dengan tujuanv untuk dapat memahami sifat-sifat
fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.” Dengan menggunakan cara berfikir
metode Induktif, yaitu pola berfikir menganalisa dart data suatu fakta atau peristiwa
yang bersifat kongkrit kemudian ditarik generaliasi atau kesimpulan yang bersifat
umum.
4. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Normative-Sosiologis, sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu
masalah yang ditelitt dengan mendasarkan pada Norma Agama atau Hukum dengan
mengetahui kondist Sosio-Kultural masyarakat Pribumi dan Non-Pribumi di
Indonesia. Pendekatan sosiologis™ ini bertujuan untuk mendapatkan generalisasi

proses asimilasi masyarakat Tionghoa di Indonesia dan faktor-faktor Rasialis,

?  Hilman Hadikusumo , Meiode Pembuatan Kerja aiau Skripsi mu Hukm, (Bandung:

Maju mundur, 1995), him. 99.

#  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986),
him 34.
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kemudian penyusun dapat menarik pola-pola tertentu atau mengadakan evaluasi

terhadap hal-hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi ke dalam beberapa Bab antara
lain: Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik
metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada
substansi ini.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai hak Pribumi dan non-Pribumi
dalam Fiqih siyasah uraian pada bab ini meliputi hak-hak asasi manusia yang terdapat
dalam Piagam Madina, hak-hak polittk mereka serta hak-hak Publik yang
menyertainya.

Bab ketiga, mendiskripsikan tentang hak politik Tionghoa dalam Inpres no.
26 tahun 1998. Adapun cakupan dalam bab ini adalah, sejarah awal kedatangan
masyarakat Tionghoa, masa penjajahan Belanda dan Jepang, masa kemerdekaan,
Orde Baru dan masa Reformasi, kemudiar hak Tionghoa dalam Inpres No. 26 Th.
1998 tentang penghapusan istilah pribumi dan non-Pribumi.

Bab keempat merupakan analisis terhadap hak-hak politik masyarakat
Tionghoa dan analisis terhadap masalah rasialis tersebut beserta penyelasaiannya.

Penulisan hasil penelitian ini akan diakhiri pada Bab V sebagai Bab penutup

yang merupakan kesimpulan atas seluruh pembahasan Skripsi ini, dan diharapkan
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dapat memunculkan benang merah yang akan menyatukan uraian dari bab-bab

sebelumnya.






BABV

PENUTUP

A. Kssimpnhn ' T

Dari studi yang telah dipaparkan diatas, maka penyusun dapat menyimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Setelah lengsernya Socharto dari kursi pemerintahan, pemerintahan
sementara dipimpin oleh BJ. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesta.
Periode yang discbut sebagai Era Reformasi ini, Di keluarkannya Inpres No.
26 Th. 1998 tentang penghapusan Rasialis di Indonesia, yang menyebutkan
batiwa: pemerintah menghapus istilah Pribuwi dan Noun-Pribumi. Inpres
terscbut  menginstruksikan  dilakukannya penimjauan  kembali  dan
pesiyelasaian sclunih  prodek hukum perundang-undangan, kebijakan,
program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan'dilaksanakan. Membawa |
Indonesia dalam kebebasan baru tentang adanya isu rasialis Presiden Habibie
berusaha untuk merangku! minoritas Tionghoa dan beranji membuatkan
suatu keputusan yang mengangkat solusi bagi permasalahanTioaghoea di
Indonesia, dengan Perombakan peiombakan yang bersifat struktuni ini bam
bisa berhasil bilamana para pejuang Reformasi di Indonesia mempunyai

kesungguhan {commitment), ketekad bulatan {determination), dedikasi penuh

76
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dankcsaﬂamnpcnuhakanapayanghmdimmbak,apayang];ams
dipestahankan dan apa yang harus diperbaiki sekian banyakuya sistim
pmnmimahaﬁdanmdangmdangyanghamsdimbakm&ganém
terdapat pula berbagai sistem pemerintahan, undang undang, peraturan
peraturan pemerintah serta kebijaksanaan dard berhagai pimpinan pemerintah
maupun organisasi politik yang berbubungan dengan masalah minoritas,
khususnya dengan golongan Tionghoa yang sebagian besar sudah bergenerasi
hidup di Indonesia.

2. Penyelesaian masalah minoritas Tionghoa merupakan bagian penting dari
Reformasi Total. Karena berlangsungnya tindakan tindakan rasialistis dalam
berbagai bidang apalagi adanya ledakan ledakan rasialis, baik yang
terorganisir maupun yang spontan, yang dengan keji merenggut jiwa, harta
dan kechormatan golongan Tionghoa, akan  senantiasa menimbulkan
perpecahan dalam tubuh mas,:amkat Indonesia. Tindakan tindakan yang
diskriminatif juga menimbulkan pemborosan pemborosan yang menghanioal

pembangunan negara dan menyubarkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Saran-saran

Setelah melakukan studi ini, masih banvak persoalan yang bharus ditindak

lanjuti oleh beberapa pikak untuk mencapai kehidupan yang damai dalam pembauran,



tanpa adanya masalah-masalah rasial yang melatarbelakangi adanya konfiik-konflzk
yang terjadi di Indonesia.

Perubahan sikap tersebut bukan hanya dilakukan oleh satu pihak saja atau
pihak Tionghoa Indoncs_ia saja akan tetapi juga oleh pihak Pribumi sebagai mayoritas,
juga oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah dacrah. Kerena
pembauran terjadi karena keiasama yang baik dalam semua unsur kehidupan.

Semoga penelitian ini menjadi bagian dari upaya unfuk tetap menjaga nilai-
nilai Islam yang universal dalam masyarakat, dan masih dalam satn koridor yang
sama yvaitu tetap mengacu pada ajaran Islam vang sebenarnya untuk menjalani

kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia.
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